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Twitter merupakan layanan media sosial yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat di Indonesia, oleh karenanya Twitter perlu mematuhi aturan serta melakukan kewajiban-
kewajiban sebagai PSE. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 mewajibkan PSE untuk menghapus informasi
elektronik yang melanggar ketentuan di Indonesia dalam sistem elektroniknya dan menerapkan sistem poin
dalam pengenaan denda administratif kepada PSE yang melanggar kewajibannya. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yakni penelitian yang bersumber pada bahan-bahan
kepustakaan, serta menekankan pada penggunaan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan,
buku dan jurnal, dan dokumen terkait yang mencangkup prinsip hukum, sgjarah hukum dan perbandingan
hukum. Belum adanya tata cara dan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika mengenai pengenaan denda berbasis poin, penulis meninjau sistematika poin dengan
menggunakan basis penalty unit yang telah lama digunakan Australia dan Poin pelanggaran yang telah
digunakan Kementerian Perhubungan serta rancangan Peraturan Menteri yang telah dibuat untuk
menjabarkan sistematika yang akan diterapkan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan
lebih lanjut akan penerapan sistem poin dalam denda bagi PSE yang melanggar dan dampak yang dapat
mempengaruhi Twitter dalam melakukan moderasi dan mematuhi aturan terkait konten ilegal.

...... Twitter is a social media service categorized as a Private Electronic System Provider in Indonesia.
Therefore, Twitter needs to comply with regulations and fulfill its obligations as a PSE. Government
Regulation No. 5 of 2021 requires PSEs to remove electronic information that violates Indonesian
provisions within their electronic systems and implement a point-based system for imposing administrative
fines on PSEs that breach their obligations. This research adopts a juridical-normative research method,
which relies on literature materials and emphasizes the use of written law, such as legidation, books,
journals, and relevant documents encompassing legal principles, legal history, and legal comparison. Due to
the absence of specific procedures and mechanisms regulated by the Ministry of Communication and
Information regarding the implementation of a point-based fine system, the author reviews the point system
based on the penalty unit system that has long been used in Australia, the violation point system used by the
Ministry of Transportation, and the draft Ministerial Regulation that has been prepared to outline the
applicable systematics. This paper aimsto provide further explanation of the implementation of a point-
based fine system for PSEs that violate regulations and the potential impact on Twitter's content moderation
and compliance with relevant rules regarding illegal content.
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